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ABSTRAK 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum 

positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung gugat pelaku 

usaha terhadap keterlambatan pengiriman barang melalui transportasi darat dengan 

dalil force majeure akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM), dan sumber data diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, Peraturan 

Perundang – undangan, serta literatur atau buku – buku.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tanggung gugat pelaku 

usaha terhadap keterlambatan pengiriman barang melalui transportasi darat dengan 

dalil force majeure akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) dapat meminta ganti kerugian akibat adanya keterlambatan pengiriman 

barang karena sektor jasa logistis dan transportasi telah mendapat pengecualian dari 

peraturan PPKM, hal ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) 

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Akibat adanya 

keterlambatan pengiriman barang yang terbukti bukan karena force majeure tersebut 

pihak konsumen yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada penyedia jasa 

pengiriman barang melalui transportasi darat. Hal ini di dasarkan pada hubungan 

kontraktual yang telah disepakati dalam perjanjian pengiriman barang. Apabila dalam 

hal ini penyedia jasa tidak memberikan ganti rugi sebagaimana yang diperjanjikan 

maka konsumen dapat melakukan upaya hukum litigasi atau upaya hukum non litigasi 

untuk menuntut ganti rugi. 
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